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LAMPIRAN 

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

 

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
 
A. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
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B. SEKRETARIAT UTAMA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SEKRETARIAT  UTAMA 

BIRO PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, 

HUBUNGAN MASYARAKAT 

DAN TATA USAHA PIMPINAN 

BIRO PERENCANAAN, 

PROGRAM DAN ANGGARAN 
BIRO UMUM 

BAGIAN 

PROTOKOL DAN 

TATA USAHA 

PIMPINAN 

BAGIAN 

PENGADAAN, 

PERLENGKAPAN 

DAN RUMAH 

TANGGA 

SUBBAGIAN 

TATA USAHA 

PIMPINAN 

SUBBAGIAN 

PROTOKOL 

SUBBAGIAN 

RUMAH TANGGA 

SUBBAGIAN 

PERLENGKAPAN 

SUBBAGIAN 

KEAMANAN 
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C. DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEPUTI BIDANG PERENCANAAN 

PENANAMAN MODAL 

DIREKTORAT 

PERENCANAAN INDUSTRI 

AGRIBISNIS DAN SUMBER 

DAYA ALAM LAINNYA 

DIREKTORAT 

PERENCANAAN INDUSTRI 

MANUFAKTUR 

DIREKTORAT 

PERENCANAAN JASA DAN 

KAWASAN 

DIREKTORAT 

PERENCANAAN 

INFRASTRUKTUR 
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D. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM 

PENANAMAN MODAL 

DIREKTORAT DEREGULASI 

PENANAMAN MODAL 

DIREKTORAT 

PENGEMBANGAN POTENSI 

DAERAH 

DIREKTORAT 

PEMBERDAYAAN USAHA 



- 55 - 
 

E. DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEPUTI BIDANG PROMOSI 

PENANAMAN MODAL 

DIREKTORAT 

PENGEMBANGAN 

PROMOSI 

DIREKTORAT PROMOSI 

SEKTORAL 

DIREKTORAT FASILITASI 

PROMOSI DAERAH 

DIREKTORAT PAMERAN 

DAN SARANA PROMOSI 
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F. DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN 

MODAL 

DIREKTORAT KERJA SAMA 

BILATERAL 

DIREKTORAT KERJA SAMA 

REGIONAL DAN 

MULTILATERAL  

DIREKTORAT KERJA SAMA 

PELAKSANAAN BERUSAHA 
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G. DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN 

MODAL 

DIREKTORAT PELAYANAN 

PERIZINAN BERUSAHA 

DIREKTORAT 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PERIZINAN BERUSAHA 

DIREKTORAT PELAYANAN 

FASILITAS BERUSAHA 

DIREKTORAT 

PEMANTAUAN KEPATUHAN 

PERIZINAN BERUSAHA 
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H. DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN 

PENANAMAN MODAL 

DIREKTORAT WILAYAH I DIREKTORAT WILAYAH II DIREKTORAT WILAYAH III DIREKTORAT WILAYAH IV 
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I. INSPEKTORAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSPEKTORAT 

SUBBAGIAN 

TATA USAHA 
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J. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

PUSAT PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN 

SUBBAGIAN 

TATA USAHA 
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K. PUSAT PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUSAT PENGELOLAAN DATA 

DAN INFORMASI PENANAMAN 

MODAL 

SUBBAGIAN 

TATA USAHA 
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L. PUSAT BANTUAN HUKUM 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Ttd. 

 

BAHLIL LAHADALIA 

PUSAT BANTUAN HUKUM 

SUBBAGIAN 

TATA USAHA 


